





1.1 Latar Belakang 
Meskipun telah berlalu dan berhasil memunculkan presiden baru, Pemilu 
eksekutif/presiden (Pilpres) yang dihelat tahun 2014 silam masih menyisakan 
berbagai perdebatan baik dalam segi praktis maupun segi akademis. Bukan hanya 
karena pertarungan sengit antara dua sosok Jokowi dan Prabowo, namun juga 
diwarnai dengan isu-isu yang cukup menyedot perhatian media maupun 
masyarakat saat tersebut. Salah satu titik fokus yang juga menjadi menarik 
dianalisis adalah pertarungan image yang dibangun oleh kedua kandidat tersebut 
selama masa kampanye. Di satu sisi Jokowi membangun image merakyat, seperti 
analisis jurnal yang dituliskan oleh Marcus Mietzer. Jokowi memilih pakaian 
murah dengan gaya bicara sangat merakyat, sehingga terlihat sebagai tokoh kelas 
menengah dan menjadi antitesis elit-elit di Indonesia.1 Di sisi lain Prabowo 
berhasil membangun image sebagai orang yang tegas, di mana terlihat dari cara 
pembawaan diri maupun latar belakangnya sebagai seorang militer.  
Pertarungan kedua kandidat tersebut dengan membangun image melalui 
berbagai parktik kampanye memang mengambil porsi cukup signifikan dalam 
membentuk persepsi pemilih. Hal tersebut semakin menguatkan studi-studi yang 
telah dilakukan sebelumnya di mana kampanye menjadi instrumen penentu dalam 
memenangkan kandidat dalam pelaksanaan pemilihan. Posisi kampanye yang 
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Vol. 25, No. 4 October 2014. National Endowment for Democracy and John Hopkins University 
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sangat “vital” telah tergambarkan dalam praktik politik di Amerika. Amerika 
dipilih sebagai rujukan awal karena negara mapan dari segi politik ini 
mempersiapkan kampanye secara matang mulai dari persiapan internal partai, 
citra kandidat, hingga masalah pembiayaan. Kondisi ini juga diperkuat dengan 
kondisi masyarakat Amerika dengan tingkat pemahaman dan kesadaran politik 
yang relatif tinggi. Dua kondisi tersebut kemudian disokong oleh kehadiran 
media, di mana media juga muncul sebagai alat propaganda. Media sangat 
memanfaatkan moment kampanye dengan pemberitaan intensif dan mengisi setiap 
kolom pemberitaan. 
Ketiga kondisi yang dipaparkan pada paragraf di atas pada akhirnya 
mempengaruhi cara berkampanye. Desain awal yang dibangun adalah dengan 
memperkuat internal partai politik pengusung kandidat calon. Setelah internal 
dirasa cukup kuat, barulah kemudian beralih pada upaya identifikasi kelompok-
kelompok pemilih independen. Di sisi lain, proses kampanye di Amerika juga 
lebih menekankan pada aspek membangkitkan kesadaran serta loyalitas 
masyarakat. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pemilih hanya pada saat 
pemilu dilaksanakan, tetapi ada semacam upaya untuk menciptakan pemilih 
permanen. Ketika hubungan antara partai, kandidat, dan pemilih telah terbangun 
cukup baik pada akhirnya akan terus meningkatkan keyakinan para pemilih. Hal 
tersebut juga merupakan upaya logis yang dipilih untuk meminimalisir 
perpecahan suara di tingkat pemilih hingga mempengaruhi suara. 
Meskipun memiliki sedikit perbedaan jika dikomparasikan dengan kondisi 
perpolitikan di Indonesia, namun terdapat kesepakatan argumen bahwa kampanye 
memainkan peran sangat signifikan pada pemilihan. Kampanye Pilpres tahun 
2014 silam terasa cukup berbeda dengan kampanye Pilpres sebelumnya. Hal ini 
bukan hanya karena andil dari pemberitaan beberapa media besar yang sangat 
intensif, namun lebih pada keterlibatan pemimpin media dalam politik praktis 
selama Pilpres 2014.2 Selain itu kemunculan berbagai konsultan politik di balik 
para kandidat dengan berbagai isu yang dilontarkan semakin meramaikan proses 
kampanye. Akibatnya desain kampanye yang dibangun tidak hanya pada upaya 
menonjolkan kelebihan kandidat calon, tetapi cenderung menjelekkan satu 
kandidat calon. Hal tersebut pada akhirnya dapat dibaca sebagai sebuah bentuk 
negative campaign, dan menjadi sangat dominan karena keyakinan bahwa 
negative campaign lebih efektif dalam memobilisasi pemilih. 
Tingginya angka negative campaign muncul akibat suatu anggapan lazim 
yang banyak diutarakan oleh pengamat maupun praktisi. Ketika kelebihan tidak 
dapat meningkatkan suara maka langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan 
memperlihatkan kekurangan lawan. Hal ini juga secara terbuka dikemukakan oleh 
salah satu pengarah tim pemenangan Jokowi-JK, Jenderal (Purn) Luhut Binsyar 
Panjaitan. Berdasarkan hasil wawancara salah satu media online, Luhut mengakui 
bahwa pihaknya melakukan negative campaign menjelang pemilihan presiden.3 
Lebih lanjut dikatakan bahwa tim pemenangan tidak suka menggunakan black 
campaign, namun lebih memilih negative campaign karena pada dasarnya 
merupakan kebenaran yang selama ini belum diketahui publik. Argumen tersebut 
memperlihatkan bahwa negative campaign dianggap “lebih baik” karena 
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3Diakses melalui laman web http://news.detik.com dengan artikel berjudul “Tim Jokowi-JK Akui 
Lakukan Negative Campaign”. Pada tanggal 6 Februari 2014 pukul 13.31. 
didasarkan atas fakta, sedangkan black campaign hanya menjurus pada fitnah 
semata. 
Gambaran akan tingginya negative campaign dalam Pilpres tahun 2014 
silam terlihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Piktochat. Piktochat merilis 
bahwa Pasangan Prabowo mendapatkat sekitar 20% serangan negative campaign 
dari total serangan kampanye yang dialamatkan pada dirinya. Disisi lain pasangan 
Jokowi mendapatkan serangan negative campaign sangat drastis, atau sekitar 90 
persen dari total serangan kampanye yang dialamatkan padanya. Isu negative 
campaign pada dua pasangan presiden ini juga sangat beragam, Parbowo misalnya 
negative campaign lebih menekankan pada masalah personal terkait dengan 
kondisi keluarganya yang tidak harmonis. Sedangkan serangan negative campaign 
pada pasangan Jokowi lebih pada upaya pencitraan yang terus dibangun melalui 
penggunaan mobil ESEMKA serta beberapa kebijakan yang tidak memunculkan 
hasil signifikan ketika masih menjabat sebagai gubernur seperti proyek Mass 
Rapit Transit (MRT). 
Hasil riset yang dilakukan oleh Piktochat juga diperkuat oleh temuan riset 
yang dilakukan oleh Indonesian Media Monitoring Center (IMMC). Riset 
dilakukan berdasarkan hasil monitoring konten berita 10 media online berskala 
nasional, mulai dari kompas.com, detik, com, okezone.com, republika.co.id, 
viva.co.id, merdeka.com, inilah.com, metrotvnews.com, Rmol.co, dan tempo.co.4 
Hasil riset memperlihatkan bahwa Jokowi lebih banyak mendapatkan tone 
pemberitaan negatif oleh media yakni sekitar 14% sedangkan Prabowo hanya 
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mendapatkan tone sebesar 5%. Rilis hasil survey ini juga memperlihatkan tone 
positif melalui pemberitaan yang didapatkan oleh kandidat calon, serta posisi tone 
netral. Untuk lebih jelasnya terkait rilis hasil riset monitoring ini dapat dilihat 
pada diagram 1.1 di bawah ini: 
Diagram 1.1: Tone Pemberitaan Media Terhadap Pasangan Calon 
 
Sumber: Diakses melalui laman web http://www.slideshare.net berjudul “Laporan Monitoring 
Capres 2014: Analisis Media Monitoring Pada 10 Media Online Nasional Periode 24-30 Mei 
2014”. Pada tanggal 6 Februari 2015 pukul13.20. 
Argumen lain yang dianggap cukup signifikan dalam menjelaskan 
tingginya angka penggunaan negative campaign adalah tingginya orientasi 
menang kandidat tidak berbanding lurus dengan totalitas dalam pelaksanaan 
kampanye. Belum banyak usaha yang dilakukan untuk mengajak masyarakat kita 
yang notabennya memiliki tingkat kepedulian rendah terhadap politik dan 
dianggap masih baru berkembang. Bahkan pendidikan politik untuk internal partai 
pun masih kurang, sehingga terkadang dukungan dalam internal partai pun dapat 
terpisah. Rendahnya totalitas dalam setiap pelaksanaan kampanye pada akhirnya 
menjadi tidak optimal dengan uang yang telah di keluarkan. Di era politik 
modern, kampanye merupakan kegiatan mahal baik di tingkat pusat maupun 
tingkat lokal. Sebagai gambaran,  berdasarkan rilis data yang dikeluarkan oleh 
Indonesia Corruption Watch (ICW) pasangan Prabowo mengalokasikan 166,6 
miliar rupiah, sedangkan pasangan Jokowi lebih tinggi yakni 312 miliar rupiah.5 
Lebih lanjut sekitar 50 persen dana kampanye tersebut merupakan sumbangan 
dari pihak ketiga baik kelompok maupun perorangan.  
Pertanyaanya kemudian adalah mengapa negative campaign lebih banyak 
digunakan oleh kandidat dalam Pilpres, sedangkan pada Pileg (Pemilu legislatif) 
tidak banyak digunakan? Pembuktian yang terlihat pada beberapa pemilu legislatif 
yang minim terjadi serangan negative campaign. Secara umum, negative 
campaign pada dasarnya juga digunakan sebagai salah satu instrumen kampanye 
yang dilakukan oleh kandidat pada pemilu legislatif. Akan tetapi boleh jadi tidak 
begitu signifikan jumlahnya mengingat competitor yang dihadapi oleh kandidat 
tidak hanya satu orang dalam setiap daerah pemilihan (dapil). Satu dapil 
setidaknya terdapat 6 hingga 11 calon, yang artinya bahwa kandidat calon 
setidaknya harus memberikan 6 hingga 10 isu serangan negative campaign pada 
kandidat lain. Hal tersebut dirasa kurang efektif dan memerlukan dana yang besar. 
Kondisi tersebut juga andil kurangnya pemberitaan yang dilakukan oleh media, 
sehingga isu negative campaign dalam pemilu legislatif tidak sepopuler ketika 
Pilpres.  
Argumen tersebut akhirnya menjadi alasan umum yang ditawarkan oleh 
peneliti sekaligus menjadi jawaban mengapa kemudian fenomena negative 
campaign selama Pilpres 2014 silam dipilih oleh peneliti. Bukan hanya karena 
negative campaign telah menjadi tren pada beberapa karya baik jurnal maupun 
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hasil riset lainnya atau karena memanfaatkan momentum, namun lebih karena 
posisi kampanye secara umum dan negative campaign secara khusus yang “vital” 
sebagai aspek pemilihan. Pada derajat lain, alasan utama negative campaign 
menjadi studi yang diangkat lebih karena negative campaign mulai dikaburkan 
dengan kemunculan istilah black campaign. Beberapa hasil studi terlihat kurang 
berhati-hati dalam menempatkan istilah ini dan digunakan secara bergantian tanpa 
ada batasan yang jelas. Pada studi kampanye politik di negara barat (khususnya 
Amerika dan Eropa) istilah black campaign menjadi tidak lazim bahkan tidak 
pernah digunakan. Karena pada dasarnya kampanye yang dilakukan di negara 
barat dilakukan secara rasional dan didasarkan atas fakta, serta larangan tegas bagi 
kampanye yang condong memfitnah kandidat lain. Kondisi ini yang pada akhirnya 
memunculkan kesalahan persepsi, di mana negative campaign sama dengan black 
campaign. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana negative campaign 
merupakan black campaign atau sebaliknya black campaign adalah negative 
campaign. 
Kesalahan persepsi yang timbul di publik maupun riset-riset terkait 
negative campaign menjadi penting untuk diluruskan kembali. Untuk itulah 
penulisan penelitian skripsi ini berusaha untuk setidaknya melakukan redefinisi 
negative campaign dengan mengacu pada karya riset jurnal politik negara barat 
(terutama Amerika dan Eropa). Hal tersebut untuk kembali menegaskan garis 
pemisah antara negative campaign dan black campaign. Setelah melakukan 
redefinisi teoritik, langkah selanjutnya adalah dengan memetakan negative 
campaign pada Pilples 2014 berdasarkan indikator yang telah dibuat. Indikator 
tersebut merupakan hasil adaptasi tipe negative campaign yang dikemukakan oleh 
Luciano Carraro dan Luigi Castelli. Serangkaian upaya ini pada akhirnya akan 
berusaha untuk menjawab pertanyaan utama yang diajukan dalam rumusan 
masalah penelitian atau bahkan minimal mendekati jawaban ”apakah praktik 
negative campaign dalam Pilpres tahun 2014 memiliki signifikansi bagi preferensi 
(partisipasi pemilih)? 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik 
sebuah pertanyaan tentang bagaimana negative campaign dilakukan pada 
Pemilihan Presiden 2014 dan apa motif dibalik kampanye pilpres 2014 tersebut? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Mengatahui sejauh mana negative campaign digunakan dalam kampanye 
Pemilihan Presiden 2014. 
b. Menguraikan pengaruh negative campaign yang terjadi pada kandidat 
Pemilihan Presiden 2014. 
1.4 Manfaat Penelitian 





1.4.1 Manfaat Akademis 
a. Sebagai penambah referensi terbaru mengenai negative campaign yang 
dilakukan dalam pemilihan presiden. 
b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, yang mengkaji tentang 
kampanye terutama terkait dengan isu negative campaign. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
a. Sebagai referensi bagi pengambil kebijakan dan politisi dalam 
menelaah isu-isu yang beredar tentang calon presiden pada saat 
kampanye. 
b.  Mengoptimalisasikan cara berkampanye yang berorientasi kepada 
program-program calon presiden bukan hanya sekedar melemparkan 
isu dan janji. 
